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Mengingat :

BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 0% TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan
dalam Kebijakan Umum Anggaran APBDserta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama
antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan DPRD
Kabupaten Nias Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5701);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33); _

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang rincian
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Nias Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2. 09 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Nias Selatan Nomor 51 Tahun
2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daearah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Menetapkan :

dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.585.511.688.848,16
2. Belanja Daerah Rp. 1.714.542.203.583,39
Surplus/(Defisit) Rp. (129.030.514.735,23)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 131.530.514.735,23
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 129.030.514.735,23

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA): Rp. 0.00
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Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 31.079.236.300,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.057.469.895.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sejumlah Rp. 496.962.557.548,16

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 19.875.745.288,00
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 820.120.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Rp. 1.160.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sejumlah Rp. 9.223.371.012,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi

hasil bukan pajak sejumlah Rp. 13.443.056.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 685.495.107.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 358.531.732.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 57.347.800.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 66.015.593.548,16
c. Dana penyesuaian dan otonomi
khusus sejumlah Rp. 373.599.164.000,00
Pasal 3
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 987.658.568.947,40
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 726.883.634.635,99

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja: '

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 384.289.454.413,10
b. Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
c. Belanja hibah sejumlah Rp. 77.702.920.358,00
d. Belanja bantuan social sejumlah Rp. 27.432.088.000,00
e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa sejumlah Rp 1.035.001.276,30

f. Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 495.199.104.900,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. belanja pegawai sejumlah Rp. 13.407.809.500,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 351.014.910.086,45

c. belanja modal sejumlah Rp. 362.460.915.049,54



Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

(2)

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

Rp.
Rp.

131.530.514.735,23
2.500.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan
d. Penerimaan pinjaman daerah
=

. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman

f. Penerimaan piutang daerah

Rp. 131.530.514.735,23
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

b. Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah ,
c. Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman daerah

Rp. 0,00
Rp 2.500.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebihlanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2

3.
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Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran IX

. Lampiran X
11.
12.
13.

Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD, belanja dan pembiayaan,;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, program kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaaan keuangan Negara;

Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan,;

Daftar Piutang;

Daftar Penyertaan Mocdal;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
Daftar Kegiatan Lanjutan DPAL;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan
Bupati.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal Desember 2019

BUPATI NIAZ
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